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Menilai Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan
di Desa

I. Pendahuluan

Kepala Desa menjabat sebagai kepala pemerintahan desa. Perangkat desa
berfungsi menjadi komponen penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, tugas-tugas seperti
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat secara khusus dilimpahkan
kepada pemerintah desa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.[1]. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan yakni Pemerintah Desa

2]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
berkewajiban untuk melakukan pembangunan guna Kkesejahteraan
masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah desa dimaksudkan agar
menjalankan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Besarnya jumlah anggaran yang diberikan pemerintah pusat, maka pihak
pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dana tersebut
secara baik][3].

Dana desa adalah uang yang disisihkan untuk desa yang akan digunakan
untuk inisiatif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa
ialah untuk pemerataan pembangunan terutama bagi kategori desa yang
tertinggal[4]. Wujud dari suatu pembangunan diwajibkan untuk benar-benar
mencapai sasaran, maka dari itu pemerintah desa diharapkan dapat
melaksanakan pembangunan yang diperuntukkan bagi desa[5]. Pengelolaan
keuangan secara efektif dapat membantu mendorong kinerja pemerintah
desa[6]. Pengelolaan keuangan desa secara efektif juga dapat memiliki
dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat seperti adanya pembangunan
infrastuktur yang lebih baik dan yang diperlukan untuk masyarakat, dan
pengembangan ekonomi desa yang meningkat.

Salah satu pendapatan tahunan yang diperoleh desa dikenal dengan alokasi
dana desa (ADD), yaitu suatu bentuk bantuan keuangan yang digunakan
untuk pembiayaan inisiatif aparatur desa dalam melaksanakan
kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.[7]. 30% dari ADD
diberikan kepada struktur pemerintah desa, dan 70% guna pemberdayaan
masyarakat. Adanya ADD, desa mendapatkan wewenang untuk mengatur
hal yang menyangkut peran pemerintah dalam proses pelaksanaan
pembangunan daerah yang terdapat keterlibatan peran masyarakat tingkat
desal[8].

Beberapa penelitian terdahulu melihat pengelolaan keuangan desa yang



dapat berdampak pada kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat kesimpulan bahwa dalam mengelola keuangan desa yang efektif
dapat berdampak positif pada kinerja pembangunan desa dan kesejahteraan
masyarakat. Maka, penting juga bagi pemerintah desa untuk melakukan
pengelolaan dana yang transparan, sehingga anggaran desa dapat
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rumusan masalah : Efektivitas pemerintahan desa dalam mengelola
keuangan desa

Pertanyaan penelitian : Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan desa
mempengaruhi kinerja pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat?

Kategori SDGs : Sesuai dengan kategori SDGs
https://sdgs.un.org/goals/goal17

Metode

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang berpusat pada
observasi mendalam. Adapun Penerapan teknik penelitian kualitatif dapat
menghasilkan pemeriksaan fenomena yang lebih menyeluruh dan
memberikan pengetahuan yang lebih dalam untuk peneliti. Undang-undang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, berlaku untuk penelitian ini.

Jadwal Penelitian

Gambar 1 menunjukkan jadwal penelitian.
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